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Abstract
be done by creditor when non performance occurs, including execution over the self-power. This study was 
a juridical normative research.  The result of discussion showed that execution based on executorial title 
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA (For the sake of justice based on the 
power. When the debtor did not perform duly, the creditor asked directly the District Court to make execution 
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Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaiman eksekusi haktanggungan berdasarkan title eksekutorial dalam 
oleh pihak kreditur saat terjadi wanprestasi antara lain eksekusi atas kekuasaan sendiri.Jenis penelitian 
A. Pendahuluan 
di Indonesia. Perbankan turut berperan dalam 
Indonesia. 
bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan 
nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan 
atau kesepakatan pinjam - meminjam antara bank 
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Perjanjian kredit juga mengikat para pihak 
dengan hak jaminan. Perjanjian jaminan ini 
membuat suatu janji dengan mengikatkan benda 
tujuan memberikan keamanan dan kepastian hukum 
pengembalian kredit atau pelaksanaan perjanjian 
pokok jaminan. 
oleh pihak peminjam dalam rangka pinjaman uang 
sangat terkait dengan kesepakatan diantara pihak- 
pelunasan hutang bilamana dikemudian hari apabila 
debitur cidera janji atau wanprestasi. Apabila debitur 
cidera janji dengan tidak melakukan pelunasan 
setelah melewati proses somasi atas perjanjian utang 
diperjanjikan atau tidak diperjanjikan dalam akta 
pembebanan hak tanggungan. Karena sertifikat 
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Maka 
cara pelelangan umum.
bisa berpindah atau dengan kata lain benda tetap. 
bergerak karena ketentuan undang-undang. 
Hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda- 
hak atas tanah tersebut berikut dengan benda – benda 
ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan 
memaksa.Wanprestasi dapat berwujud tiga macam 
Wanprestasi atau ingkar janji baik debitur 
maupun kreditur seringkali suatu perjanjian 
melibatkan hak milik maupun hak tanggungan 
pribadi hal ini untuk mencegah kerugian salah satu 
dapat dipahami  sebagaikonsekuensi logis atas 
Pengertian eksekusi secara umum adalah 
secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan 
hukum tetap. 
untuk umum dengan penawaran harga secara 
didahului dengan pengumuman lelang. Keberadaan 
telah memperoleh putusan pengadilan. 
Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan 
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 
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Urusan Piutang Negara. Sedangkan lelang sukarela 
melaksanakan lelang adalah Kantor Lelang Negara 
sedangkan untuk lelang sukarela dapat dilaksanakan 
oleh Kantor Lelang Negara atau Balai Lelang Swasta.
umum.Berdasarkan uraian tersebut maka perlu dikaji 
mengenai eksekusi   hak tanggungan berdasartakan 
B. Pengertian Kredit dan Jaminan Tambahan 
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-
mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 
jumlah bungan imbalan atau pembagian hasil 
keuntungan menurut Undang-undang Perbankan No 
dapat :
peningkatan kegiatan perdagangan dan 
perekonomian;
3. memperlancar arus barang dan arus uang;
7. meningkatkan semangat berusaha bagi 
istilah di bedakan. Istilah jaminan mengandung 
atas kemampuan atau kesanggupan debitur untuk 
jaminan untuk melunasi utang nasabah debitur. 
Pengertian jaminan terdapat dalam SK Direksi Bank 
kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai 
Sedangkan pengertian agunan diatur dalam 
1. Jaminan pokok
nasabah pabrik roti mendapat kredit untuk 
pembakar roti tersebut menjadi jaminan pokok. 
Atau seorang nasabah lain mendapat jaminan 
rumah tersebut. Begitupula apabila ada nasabah 
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2. Jaminan khusus
kreditur tertentu saja.
3. Jaminan Tambahan 
dijadikan jaminan untuk menambah jaminan 
dijual. Pada saat menjual tersebut membutuhkan 
ber-IMB.
C. Hak Tanggungan dan Eksekusi 
sebagai berikut:
dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana 
tanggungan adalah :
a. Hak Milik;
b. Hak Guna Usaha;
c. Hak Guna Bangunan.
dipindah tanggankan dapat juga dibebani hak 
tanggungan.
3. Pembebanan hak tanggungan pada hak pakai 
atas tanah hak milik akan ditur lebih lanjut 
dengan peraturan pemerintah.
pembebanan hak tanggungan atas benda 
mendatangkan serta pada akta pemberian hak 
akta otentik. 
dalam pembebanan Hak tanggungan adalah pemberi 
hak tanggungan dan pemegang hak tanggungan. 
melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak 
Asas-asas dalam hak tanggungan sebagai 
lembaga jaminan atas tanah guna pelunasan hutang 
tertentu meliputi:
bahwa kreditor pemegang hak tanggungan 
tersebut;
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hak tanggungan tersebut telah beralih atau 
mengikat.
3. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas. Asas 
identitas dan domisili pemegang dan pemberi 
Asas Publisitas wajib dilakukan dengan akta 
didaftarkan pada Kantor Pertanahan.
Subjek dari hak tanggungan sebagaimana diatur 
hukum terhadap objek hak tanggungan pada saat 
janji untuk memberikan tanggungan sebagai 
dituangkan didalam dan merupakan bagian 
tak terpisahkan dari perjanjian utang piutang 
menimbulkan utang tersebut.
pembuatan akta pemberian hak tanggungan 
dengan permohonan pendaftaran hak atas tanah 
Eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim. 
ini merupakan tahap terakhir dalam proses acara 
1. Eksekusi melalui penjualan di bawah tangan 
(Pasal 20 Undang- Undang Hak Tanggungan)
dan dapat diperjanjikan bersama oleh pemberi 
penjualan objek hak tanggungan secara di 
bawah tangan adalah untuk mencari harga 
tertinggi sehingga tidak merugikan debitur 
atau pemilik barang jaminan. Penjualan objek 
hak tanggungan dilakukan melalui pelelangan 
umum maka harga jual jauh di bawah harga 
pasar. 
Eksekusi objek hak tanggungan secara di 
telah disepakati bersama oleh pemberi dan 
pemegang hak tanggungan. 
adalah kreditur. Untuk melakukan tindakan 
tersebut kreditur mutlak harus membuat 
kesepakatan dengan debitur. Eksekusi atas 
kekuasaan sendiri. Eksekusi ini sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang 
pelelangan umum serta mengambil pelunasan 
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Berdasarkan pada Pasal 6 Undang-Undang 
menjual atas kekuasaan sendiri objek hak 
tanggungan apabila debitur cidera janji.
2. Eksekusi berdasarkan title eksekutorial
kekuatan eksekutorial. Jika debitur wanprestasi 
maka kreditur langsung meminta kepada 
Pengadilan Negeri agar dilaksanakan eksekusi 
terhadap dokumen selain putusan pengadilan 
dilakukan oleh kreditur dengan cara mengajukan 
permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri 
atau surat perintah sehingga eksekusi dapat 
dijalankan secara paksa bahkan dengan bantuan 
aparat keamanan sekalipun. 
3. Parate Eksekusi (Pasal 6 dan Pasal 11 huruf 
c UUHT)
bahwa hak untuk menjual hak tanggungan 
atas kekuasaan sendiri adalah salah satu 
hukum untuk langsung melakukan eksekusi 
jaminan melakukan eksekusi atau penjualan 
jaminan hutang melalui pelelangan umum tanpa 
Ketuhanan Yang Maha Esa” memiliki kekuatan 
maka apabila debitur cidera janji maka kreditor 
dapat langsung melakukan eksekusi jaminan 
tanpa harus melakukan gugatan perdata kepada 
debitur melalui Pengadilan Negeri.
kepada Kantor Lelang. 
penjual lelang.
3. Penentuan harga limit oleh penjual dan 
diserahkan kepada Pejabat lelang sebelum 
lelang dimulai.
diperbolehkan mengikuti lelang di seluruh 
Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor : PMK No. 40/
untuk umum dengan penawaran harga secara 
didahului dengan pengumuman lelang. Menurut 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Lelang memiliki 
pengertian 
umumm adalah suatu rangkaian proses penjualan 
dapat mengajukan penawaran harga. Berdasarkan 
ditawarkan”.
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D. Penutup
atau kesepakatan pinjam - meminjam antara bank dan 
dengan pemberian bunga” Menurut ketentuan Kitab 
Undang- Undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 
mana satu orang atau lebih dengan mengikatkan 
sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil 
Sebelum mengkikatkan diri dalam perjanjian 
sangat penting apabila para pihak memahami tentang 
suatu perjanjian. Dalam asas ini itikad baik dimulai 
oleh para pihak – pihak terkait dan setelah perjanjian 
transparan tanpa ada pertikaian dikemudian hari.
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